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A. Latar belakang masalah 
Negara demokrasi seperti di Indonesia ini, ruang partisipasi dibuka 
selebar-lebarnya kepada warga negara dan dituangkan dalam konstitusi. 
Demokrasi berarti hal-hal yang menyangkut partisipasi penuh masyarakat 
dalam politik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara 
dalam pemiliham umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan 
(contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota 
parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu anggota gerakan 
sosial.1 
 Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan 
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik 
dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus 
ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, 
bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa2. 
Menurut Mas’oed & Macandrews, Partisipasi politik individu  dalam 
sistem politik itu dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu, konvensional 
dan non konvensional. Partisipasi  politik yang konvensional seperti 
pemberian suara (voting), terlibat dalam diskusi politik, mengikuti kegiatan 
kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan 
                                                 
1
 Lihat Prof Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia,  Jakarta, 2009. Hal 367. 
2 Lihat Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: 





dan menjalin komunikasi dengan pejabat politik. Sedangkan partisipasi 
politik non konvensional seperti pengajuan petisi, berdemonstrasi menolak 
kebijakan pemerintah, konfrontasi, dan mogok3. 
Huntington dan nelson, memandang partisipasi politik yang 
dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau bersifat otonomi, tetapi 
juga dapat dimobilisasi atau digerakkan oleh orang lain. Partisipasi politik 
sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi 
dengan maksud memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, 
partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir ataupun tidak 
terorganisir, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, 
legal atau banyak aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela4. 
Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok 
yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson 
membagi landasan partisipasi politik ini menjadi lima yaitu: 
1. Kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan 
pekerjaan yang serupa.  
2. Kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, 
agama, bahasa, atau etnis yang serupa.  
3. Lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) 
berdekatan.  
                                                 
3 Lihat Dr. Asrinaldi.Partisipasi politik masyarakat miskin perkotaan. Gava media. Yogyakarta. 
2012. Hal 77 





4. Partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi 
formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan 
kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan  
5. Golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi 
yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk 
hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat 
status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat5. 
Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik yang hanya  
mengfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan 
berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat  yang 
juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai 
kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kelompok-kelompok ini 
kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan 
perhatian pada suatu masalah tertentu (single issue) saja dengan harapan 
akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui 
direct action.6 Partisipasi itu sendiri dapat berbentuk pernyataan, sikap 
ataupun tindakan nyata, baik yang terorganisir ataupun yang dilakukan 
sendiri-sendiri. 
Upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dihadirkan pun 
sangat beragam, baik dalam bentuk tuntutan untuk merevisi maupun 
penolakan kebijakan. Jika suara penolakan tersebut tidak mendapatkan 







ruangnya, maka kelompok-kelompok ini akan menciptakan ruangannya 
sendiri. Misalnya melahirkan bermacam tindakan yang nekat dari 
pelakunya, seperti pemogokan, sabotase, demonstrasi, melanggar 
ketertiban umum sampai pada tindakan kekerasan. 
 Dilain sisi pihak pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakatnya karena didukung oleh 
pemberian otonomi daerah yang lebih luas, berdasarkan undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang 
seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota merupakan peluang dan 
sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang 
memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola 
sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang 
mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan 
tantangan.7 
Pemberian  otonomi daerah yang lebih luas menyebabkan 
terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak 
sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi. 
Otonomi daerah yang lebih luas memberikan  keleluasaan kepada daerah 
dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 
kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada 
dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 
                                                 






penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan 
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk 
meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. 
Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah 
adalah prospek kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 
melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, 
penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan 
dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. 
Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. 
Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di dalamnya maka 
arah perkembangan suatu negara dapat diprediksikan akan rentan 
disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk 
memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan 
tertentu dalam jaringannya. 
Sebuah negara yang di dalamnya pemerintah menjadi regulator 
memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah 
kepemerintahan. Hal ini khususnya menghindari adanya celah bagi pihak 
lain atau bahkan aktor dalam pemerintahan sendiri untuk masuk dan 
menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Bila hal ini terjadi maka, secara 
politik, Negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik diluar dirinya 
yang melemahkan posisi Negara vis a vis dengan kekuatan lain di 
luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar menggerogoti 





Bila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah berkolaborasi 
untuk menggerogoti sumberdaya negara yang seharusnya digunakan 
untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka terbentuklah sebuah ‘negara 
bayangan’ (shadow state). Negara semacam ini tidak lagi berfungsi 
sebagai ‘rumah’ bagi seluruh rakyat namun telah menjadi media bagi para 
pencari untung (rent seeker). Prinsip dari para pencari untung ini adalah 
‘minimize cost maximize utilities’.8 
Smith melihat fungsi negara sebagai pelaksana keadilan dalam 
sebuah masyarakat. Dalam pasar bebas, menurutnya tidak dapat 
disangkal bahwa akan senantiasa hadir konflik serta benturan 
kepentingan diantara semua pihak sebagai akibat dari kebebasan itu 
sendiri. Terutama dalam persaingan ekonomi yang bebas, benturan akan 
membawa orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Dalam situasi 
ini semua orang membutuhkan kekuasaan sipil untuk mencegah 
pelanggaran hak serta kepentingan antara satu dengan yang lain. Artinya, 
pemerintah dibutuhkan untuk melaksanakan aturan-aturan keadilan dalam 
bentuk hukum positif yang diterapkan secara berimbang atau tidak 
memihak pada salah satu kepentingan.9 
Masyarakat sipil dalam suatu negara tidak sepenuhnya bersikap 
pasif ketika menghadapi kekuasaan negara yang cenderung hegemonik, 
                                                 
8 Lihat Dokumen: Laporan Penelitian“Studi Etnografi Dan Observasi Pasar-Pasar Lokal Di Tengah 
Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moderen Di Kota Makassar” Active Society Institute 
(AcSI).2009. 
9
Lihat A. Sonny Keraf, Pasar Bebas dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi 





bahkan dalam negara otoritarian. Masyarakat sipil memberikan respon 
dengan berbagai cara, individu ataupun berkelompok, sebagai upaya 
menguatkan posisinya secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. 
Dalam melakukan aktivitasnya, kelompok masyarakat  tersebut juga tidak 
sepenuhnya bergantung pada kekuasaan negara. Oleh karenanya, tidak 
mengherankan ketika masyarakat sipil kerap bertentangan dengan 
negara, sehingga perbedaan tersebut menimbulkan kekecewaan dari 
kalangan masyarakat sipil. Perbedaan tersebut terjadi, umumnya karena 
kepentingan yang berbeda.  
Kekecewaan bisa saja lahir terhadap kebijakan yang diberlakukan 
atas diri dan lingkungannya, bahkan dapat membuahkan gerakan 
perlawanan. Perlawanan dilakukan karena adanya nilai-nilai yang sama 
dari individu-individu dalam sebuah kelompok dan diwujudkan dalam 
sebuah tindakan. Tindakan ini merupakan ruang partisipai politik yang 
diciptakan sendiri oleh warga negara karena kurang percaya dengan 
ruang yang telah disediakan negara. 
 Ilmu politik lebih banyak melihat gerakan perlawanan secara 
umum, hanya merekam gejala-gejala atau fenomena politik formal yang 
besar dalam masyarakat, seperti aksi pemboikotan, pemilihan umum, 
kudeta, aksi pemogokan massal, demonstrasi besar, dan gejala sosial 
politik lainnya, sehingga menyebabkan gejala-gejala politik yang berskala 
kecil kurang mendapat perhatian. Perlawanan kelompok masyarakat 





pedagang pasar lokal misalnya, melakukan berbagai macam bentuk 
perlawanan untuk menunjukkan ketidakpuasan atau ketidaksepakatan 
para pedagang terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk 
pasar lokal, Ini merupakan sebuah gerakan perlawanan yang sangat 
menarik, hanya saja masih kurang mendapat perhatian untuk mengkajinya 
lebih dalam. Masalah tata kelola pasar bukan sekedar masalah ekonomi, 
melainkan meliputi aspek sosial, politik, dan budaya. Dari sudut pandang 
historis, keberadaan pasar lokal adalah bagian dari dinamika masyarakat 
atau komunitas setempat yang saling membutuhkan. 
“Bagi orang lain, fokusnya justru gerakan-gerakan yang paling dikenal  
oleh ilmuwan-ilmuwan yaitu, bernama, berbendera, dan berspanduk, 
berlebel organisasi dan yang mempunyai hegemoni formal. Orang 
yang lain lagi, menitik beratkan penelitian gerakan-gerakan yang 
kelihatannya menjanjikan perubahan struktur besar-besaran pada titik 
negara”.10 
 
Jika merujuk pada penjelesan scott dan asal-usul individu atau 
kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik menurut Huntington 
dan Nelson sebelumnya, maka perlawanan pedagang sudah sepantasnya 
menjadi perhatian bagi ilmuwan politik untuk menjadikannya bahan studi. 
Akan ada banyak gejala perlawanan-perlawanan politik yang akan 
terekam, karena sangat banyak bentuk perlawanan yang dilakukan secara 
individu dan tidak terorganisir di dalam pasar lokal. Perlawanan inilah 
yang akan diteliti lebih lanjut untuk kemudian melihat seperti apa bentuk-
                                                 






bentuk perlawanan yang hadir dari pasar lokal terhadap kebijakan 
pemerintah. 
Gerakan perlawanan pedagang telah menampilkan sebagian 
gambaran mengenai relasi kuasa antara kelompok beserta masalah-
masalah di dalamnya. Hanya saja pedagang-pedagang itu belum 
membangun perlawanan mereka dalam kelompok besar, sendiri-sendiri 
tentu dengan tingkat kesadaran berbeda. Kesadaran yang dimaksudkan 
dalam konteks ini adalah sikap dan cara pandang pedagang dalam 
melihat penting tidaknya sebuah kelompok bagi keberadaan mereka di 
lingkungan pasar.11 
Pasar merupakan salah satu aset penting bagi sebuah daerah, 
tidak berlebihan ketika pemerintah daerah membentuk suatu lembaga 
birokrasi yang khusus mengelola pasar lokal, di Sulawesi Selatan 
khususnya di kota Makassar, pemerintah menunjuk Perusda Pasar 
Makassar Raya untuk mengelola pasar-pasar yang ada. Perluasan 
kewenangan negara melalui Pemerintahan Daerah untuk mengelola 
sumber daya yang ada di daerah, tidak terkecuali pasar lokal sebagai 
pondasi ekonomi rakyat, ini tertuang dalam undang-undang Pemerintah 
Daerah. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan negara 
untuk melaksanakan kewenangan negara di daerah.12 
Pasar lokal sebagai sebuah tempat berkumpulnya banyak manusia 
dari berbagai kelompok masyarakat, telah menjadi sebuah kelompok yang 
                                                 
11 Lihat Agung Prabowo dkk, Dunia Dalam Kota, Makassar: Ininnawa, 2013. Hal 115. 
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menarik. Sebuah tempat yang memungkinkan terjadinya sebuah 
komunikasi serta interaksi mendalam bagi manusia di dalamnya. Tidak 
berlebihan kiranya pasar lokal menjadi arena kebijakan untuk 
memperbaiki lingkungan pasar agar mampu menyesuaikan diri dengan 
masyarakat dalam konteks kekinian. 
 Pasar lokal di saman modern ini dipaksa untuk merubah dirinya 
menjadi sebuah tempat perbelanjaan yang mewah yang mirip dengan 
bangunan mall atau super market. Hal ini yang terjadi di pasar sentral 
(Makassar Mall). Pasca kebakaran yang melanda pasar ini tahun 2011 
lalu sejumlah pedagang menolak kebijakan Pemerintah Kota Makassar 
untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan pasar tersebut. 
Alasan pemerintah untuk melakukan pembongkaran karena dinilai 
bangunan tersebut tidak layak untuk ditempati melakukan aktifitas 
perdagangan. Setelah bangunan tersebut dibongkar, pemkot Makassar 
yang bekerja sama dengan pihak developer akan membangun bangunan 
pasar yang baru yang lebih megah dan mewah.  
Keberpihakan pemkot kepada pedagang dinilai masih belum 
maksimal. Relokasi pedagang ke berbagai tempat di sekitaran makassar 
mall adalah salah satu tindakan yang dilakukan Pemeritah Kota (Pemkot) 
Makassar, namun masih menuai banyak masalah. Setelah sebelumnya 
mereka diberikan kesempatan untuk membuka lapak-lapak di sepanjang 
jalan seputaran Makassar mall. Kinipun mereka dipindahkan ke jalan 





pedagang itu sendiri tapi warga yang ada sekitar lokasi Diponegoro 
menolak keberadaan mereka.13 
Pembongkaran bangunan pasar pasca kebakaran merupakan buah 
kebijakan yang dibuat pemerintah melalui  Perusda Pasarnya. Kebijakan 
pemerintah untuk menandatangani kerja sama dengan privat sector 
sebagai pengembang bukan hanya melahirkan pembongkaran dan 
dualisme pengelolaan pasar sentral, tapi juga gelombang perlawanan 
pedagang. Sebagai timbal balik investasi modal, hak pengelolaan pasar 
diberikan kepada privat sector.  
Kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah kota yang bertujuan 
untuk mengatasi permaalahan-permasalahan yang hadir semenjak 
kebakaran melanda bangunan makassar mall, mulai dari merelokasi 
seluruh sebagai pedagang sampai dengan melakukan pembongkaran 
terhadap bangunan bekas kebakaran merupakan langkah yang dinilai 
oleh pemerintah kota dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di 
pasar sentral tersebut, tapi faktanya tidak terjadi sinergitas antara 
pemerintah dengan masyarakat pasar. Artinya, konsensus sosial dalam 
proses pengambilan keputusan belum terpenuhi secara utuh, sehingga 
memungkinkan hadirnya perlawanan sebagai bentuk penolakan sebagai 
reaksi kekecewaan. 
Perlawanan pedagang makassar mall dianggap hanya gejala politik 
biasa, tidak memberikan pengaruh besar pada kelompok masyarakat 
                                                 
13Lihat www.seputarsulawesi.com, tanggal 4 Juni 2012 (Pedagang-menolak-pembongkaran-





yang lebih besar diluarnya. Walaupun merupakan gejala politik biasa, tapi 
perlawanan pedagang ini sedikit demi sedikit mengikis kepercayaan 
masyarakat pada umumnya dan pedagang pada khususnya terhadap 
pemerintah. Bentuk perlawanan yang dilakukanpun beragam, mulai dari 
perlawanan tidak terorganisir yang hanya melibatkan individu di dalamnya, 
hingga perlawanan terorganisir. Sebagai bentuk penolakan pedagang 
terhadap kebijakan ini adalah tidak menempati lapak-lapak yang 
disediakan oleh pemerintah dan berjualan di badan jalan, melawan jika 
ada penertiban dan mengorganisir diri untuk melawan pengelola melalui 
jalur hukum dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap wali kota 
Makassar. 
Apabila ada kebijakan yang dianggap kurang tepat dari 
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, sebagai lembaga yang 
ditunjuk oleh Pemerintah Kota, maka pedagang dengan tegas 
menolaknya dengan cara yang mampu pedagang lakukan. Mungkin 
secara struktural ini kurang efektif, namun dengan merangkul seluruh 
pedagang yang jumlahnya cukup banyak menjadikannya kekuatan yang 
cukup untuk mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembenahan 
makassar mall. Di tubuh Pemerintah Daerah sendiri telah melahirkan 
kebijakan yang berhasil dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk 
menyikapi permasalahan pasar yang carut marut yaitu, Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 15 tahun 2009. Pembongkaran Makassar Mall 





perda no 15 tahun 2009 tentang kepengurusan pasar, hal-hal yang terkait 
tentang masalah pasar dibahas dalam perda tersebut. 
Perlawanan yang hadir di lingkungan pedagang pasar terhadap 
kebijakan pemerintah merupakan  ruang partisipasi politik yang diciptakan 
sendiri oleh para pedagang karena kurang percaya dengan ruang yang 
telah disediakan oleh Negara. Dengan berkembangnya demokrasi banyak 
kelompok-kelompok masyarakat mulai menunjukkan ketidak puasannya 
terhadap kebijakan yang diberlakukan terhadapnya (pedagang). 
Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson sikap politik yang 
mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi politik 
ataupun hanya memengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam 
pengambilan keputusan pemerintah. Asumsinya orang yang tahu tentang 
keinginan masyarakat adalah masyarakat atau individu itu sendiri.14 Oleh 
karena itu partisipasi politik masyarakat sangat berperan dalam 
menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat 
kehidupan mereka. 
Kebijakan pemerintah untuk membongkar bangunan pasar pasca  
merupakan hasil dari  sebuah sistem politik yang bertujuan untuk 
kepentingan masyarakat dalam hal ini pedagang pasar, tetapi justeru 
menuai penolakan dari pedagang, artinya tidak terjadi sinergitas antara 
pemerintah dengan para pedagang, sehingga para pedagang 
menciptakan sendiri ruang partisipasi politiknya. Partisipasi ini dapat 
                                                 





berupa pernyatan sikap, atau tindakan nyata  didalamnya, baik yang 
terorganisir atau sendiri-sendiri untuk mempengaruhi kebijakan 
pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Perlawanan para 
pedagang tersebut secara politis mengikis sedikit demi sedikit 
kepercayaan pedagang terhadap pemerintah dan secara tidak langsung 
membentuk pencitraan yang buruk terhadap kinerja regulasi yang di 
laksanakn pemerintah kota. 
Tulisan ini akan menyoroti bentuk-bentuk serta alasan penolakan 
pedagang dari berbagai kebijakan pembenahan yang dilakukan 
Pemerintah Kota melalui Perusahan Daerah Pasar Makassar Raya. 
Pedagang Makassar mall kini belum menemukan titik temu tentang bentuk 
kebijakan yang diharapkan bersama dengan Pemerintah Kota melalui PD 
`Pasar Makassar Raya dan pihak investor Makassar Mall. Berdasarkan 
dari masalah yang dipaparkan di atas maka penulis mengambil judul,  
Perlawanan Pedagang Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota 
Makassar Atas Pembongkaran Makassar Mall. 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan 
masalah yang akan di teliti terkait gerakan-gerakan perlawanan yang 
dilakukan oleh pedagang makassar mall dan penyebabnya, maka penulis 





1.  Mengapa pedagang melakukan perlawanan terhadap kebijakan 
pembokaran makassar mall ? 
2. Bagaimana bentuk perlawanan  pedagang yang muncul atas kebijakan 
pembongkaran makassar mall ? 
C. Tujuan dan manfaat penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
       Penelitian ini bertujuan: 
a) Menggambarkan dan menganalisa bentuk-bentuk gerakan 
perlawanan apa saja yang di tempuh oleh pedagang atas 
kebijakan pembongkaran makassar mall. 
b) Mengetahui faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan 
perlawanan yang dilakukan pedagang makassar mall terhadap 
kebijakan Pemerintah Kota Makassar. 
2. Manfaat Penelitian 
a) Manfaat akademik: 
1) Dapat menjadi bahan acuan dalam melihat konteks pembuatan 
kebijakan tentang pasar lokal. 
2) Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya 
perkembangan keilmuan khususnya dalam lingkup gerakan sipil 
sebagai sebuah gerakan politik. 
3) Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini 
sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri 





b) Manfaat Praktis: 
1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dari gerakan-
gerakan di Indonesia khususnya gerakan perlawanan pedagang 
pasar dalam rangka menciptakan suatu gerakan perlawanan 
yang berkualitas dalam mewujudkan tujuan dari cita-cita rakyat. 
2) Membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan 























Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan 
mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi 
pendapat para ahli banyak digunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. 
Sehubungan dengan itu, berikut akan dijelaskan beberapa pengertian 
yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok 
bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi 
Konsep Kebijakan, Konsep Perlawanan. Variabel-variabel itu nantinya 
digunakan sebagai bahan dalam mengkaji lebih dalam untuk menjelaskan 
gerakan perlawanan yang ada di dalam kelompok masyarakat seperti 
makassar mal. Berikut adalah penjelasan dari tiap pokok bahasannya. 
 
A. Konsep Kebijakan 
  Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan 
kebijaksanaan seringkali disamakan dengan istilah policy. Hal tersebut 
barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang 
tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Dunn, menjelaskan bahwa 
secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, 
Sansekerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta 
polis (Negara-kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam bahasa latin 





berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi 
pemerintahan.15 
  Menurut Johan K. Bluntschi, politik adalah suatu hal yang 
memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk 
mengerti dan memahami kondisi suatu Negara yang bersifat penting 
dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.16 Namun salah satu 
konsep politik yang dikemukan Miriam Budiarjo adalah kebijakan 
(Policy).17 Kebijakan diartikan sebagai aturan yang lahir dari proses politik. 
Kebijakan merupakan hal yang mengikat sebagai suatu upaya pencapaian 
tujuan yang diinginkan dengan bersifat strategis dan jangka panjang. 
Kebijakan harus bisa diimplementasikan ke ruang publik. Menurut Carl 
Friedrich yang dikutip dalam Wahab bahwa: 
“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan.”18 
  Menurut Hoogerwerf pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah 
semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk 
memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara 
tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson, 
memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor 
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(pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam 
suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Heclo kebijakan 
(policy) adalah istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama.19 
  Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana 
kebijakan  digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan 
kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan 
mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. 
  Secara umum penggunaan istilah kebijakan dianggap berlaku 
untuk sesuatu yang lebih besar ketimbang keputusan tertentu, tetapi lebih 
kecil ketimbang gerakan sosial. Jadi, kebijakan, dari sudut pandang 
tingkat analisis, adalah sebuah konsep yang kurang lebih berada 
ditengah-tengah. Dror mencatat gagasan pembuatan kebijakan (policy 
making) sebagai kesadaran memilih diantara dua alternatif untuk 
mengatur masyarakat.20 Menurutnya kebijakan dalam pengertian memilih 
opsi adalah sebuah ide yang mungkin juga bisa ditemukan dslsm tulisan-
tulisan karangan kaum merkantilis. Dalam studinya tentang konsep 
kebijakan di Eropa Heidenheimer mencatat bahwa sejak akhir abad ke-18, 
jurusan ilmu-ilmu polizey dibentuk dalam rangka mensistematisasikan ilmu 
admini strasi dan kesejahteraan sosial. 
   Hogwood dan gunn menyebutkan sepuluh penggunaan istilah 
kebijakan dalam pengertian modern antara lain sebagai; lebel untuk 
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sebuah bidang aktivitas, ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang 
diharapkan, keputusan pemerintah, proposal spesifik, otoritas formal, 
sebuah program, out put, “hasil” (outcome), teori atau model, sebuah 
proses.21 Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang teleh 
dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) 
mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua 
pertanyaan itu menyangkut tentang masala-masalah yang dihadapi 
lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut, isi, cara 
atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan 
dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan 
dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas 
dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah 
serta perilaku negara pada umumnya. 
Dalam mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan harus 
memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian 
itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka 
masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah 
ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena 
di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang 
mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan 
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lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. 
Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan 
menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh 
terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan 
berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses 
implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, 
kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari 
implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. 
Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi didasarkan pada tiga 
aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya 
atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) 
adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) 
pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua 
program yang ada terarah.  
Hadirnya sebuah kebijakan  tidak menutup beragam dugaan serta 
pendapat yang menyertainya. Mengatas namakan kepentingan umum, 
kebijakan diberlakukan pada masyarakat. Namun tidak sedikit anggapan 
bahwa hadirnya suatu kebijakan merupakan suatu kemenangan kelompok 
tertentu. Mengatasnamakan penertiban, namun yang senyatanya terjadi 
justru penggusuran. Kemudian kebijakan akan mengarahkan kembali 






Pada tahapan proses kebijakan yang baik, perlu adanya skenario 
yang baik yang harus di lalui. Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan 
oleh analisi kebijakan, yaitu: 
1. Merumuskan lingkungan politik yang relevan dengan masalah 
kebijakan yang ditanganinya. 
2. Menghimpun dan mengorganisasikan informasi politik yang 
diperlukan. 
3. Membuat pertimbangan politik seraya mempersiapkan kelayakan 
politiknya.22 
Menurut wacana teori, pembuatan kebijakan itu seharusnya 
melibatkan organ-organ (aktor-aktor) yang cukup representatif bagi 
kepentingan publik. Menurut James Anderson, para aktor yang 
seharusnya terlibat dalam pembuatan kebijakan itu adalah: 
1. Official Policy Makers; yaitu organ-organ yang menduduki pos-pos 
kekuasaan secara legal/resmi. Yang termasuk kelompok ini adalah; para 
anggota legislatif, para administrator, dan para hakim pengadilan. 
2. Unofficial Participants; yaitu organ-organ yang secara formal memang 
tidak mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan publik tetapi 
kegiatan-kegiatannya banyak mempengaruhi 'official policy makers. 
Golongan ini sering berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, 
dan partisipasi mereka itu  memang dibenarkan. Yang termasuk golongan 
                                                 





ini adalah; kelompok-kelompok kepentingan (interest groups), partai 
politik, media massa dan warga negara secara individual. 
Ada beberapa aktor yang membawa kepentingannya didalam 
kebijakan. Pertama, pimpinan eksekutif sebagai bagian dari pemerintahan 
seperti presiden pada tingkat nasional dan tingkat daerah adalah 
gubernur, bupati dan walikota. Kedua, adalah lembaga teknis 
pemerintahan seperti departemen dan dinas-dinas, termasuk perusahaan 
daerah. Ketiga, lembaga legislatif. Keempat, adalah kelompok-kelompok 
profesional. Kelompok-kelompok profesional ini adalah mereka yang 
bermain dalam wilayah teknis pelaksanaan kebijakan dengan motif 
keuntungan materil sebagai timbal balik atas kerja yang dilakukan. 
Keenam, adalah lembaga keuangan internasional, sebagai lembaga 
pemberi pinjaman keuangan.  
Aktor-aktor di atas mempunyai pilihan instrumen sendiri yang akan 
digunakan untuk mempengaruhi kebijakan, yaitu lingkup kenegaraan 
formal  dan lingkup yang ada di luar lingkup formal kenegaraan yang lebih 
pada instrumen-instrumen yang dapat membangun opini masyarakat 
seperti demonstrasi dan pernyataan sikap.23 Namun tidak semua orang 
tidak dapat merumuskan suatu kebijakan, mengingat efektifitas proses. 
Hal ini mengharuskan adanya pakar seperti lembaga birokrasi, perguruan 
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tinggi dan masyarakat dijadikan konsultan. Mereka inilah yang dinamakan 
analisis kebijakan. 
Sejauh mana efektifitas kebijakan mampu menyelesaikan masalah 
dapat dilihat dari efek yang dimunculkan. Dalam pelaksanaan kebijakan, 
akan dapat dilihat reaksi yang hadir terhadap kebijakan tersebut. Apakah 
kebijakan tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, 
ataukah mendapat penolakan, aksi massa, hingga pelanggaran terhadap 
kebijakan yang dijalankan. Bentuk-bentuk penolakan inilah yang sekarang 
umum dikenal sebagai bentuk-bentuk gerakan perlawanan atas kebijakan. 
 
B. Konsep Perlawanan 
Perlawanan merupakan serangkaian tindakan yang hadir sebagai 
reaksi atas sesuatu keadaan atau kondisi di dalam masyarakat. Tindakan 
ini sangat berhubungan dengan perubahan lingkungan sosial politik yang 
terjadi. Kemudian, tindakan – tindakan yang dilakukan bermaksud untuk 
mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Jadi tindakan tersebut akan 
senantiasa berasosiasi dengan serangkaian tindakan yang dilakukan 
dalam hal memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu di dalam 
masyarakat.24  
Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber merupakan 
kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak 
lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan 
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dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, 
frustasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah - tengah mereka 
(Zubir, 2002). Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustasi ini mencapai 
puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial 
atau social movement dalam hai ini gerakan perlawanan, yang akan 
mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi 
menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Gerakan perlawanan 
ini kemudian diharapkan dapat mengantarkan pada sebuah perubahan 
yang dijadiakan tujuan bersama, yaitu menjadikan kondisi yang lebih baik 
dari sebelumnya. 
Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang 
dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk 
mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang 
dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott 
membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan 
terorganisir dan perlawanan tidak terorganisir. 
Kedua kategori tersebut, oleh Scott dibedakan atas artikulasi 
perlawanan; bentuk, karekteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan 
terorganisir atau terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka 
antara kelas - kelas subordinat dengan kelas- kelas superdinat. 
Sementara perlawanan tidak terorganisir atau sembunyi- sembunyi 
dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara 





Untuk melihat pembedaan yang lebih jelas dari dua bentuk 
perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terorganisir atau terbuka 
sebagai perlawanan yang bersifat: 1) organik, sistematik dan kooperatif, 2) 
berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, 3) berkonsekuensi 
revolusioner, dan / atau 4) mencakup gagasan atau maksud meniadakan 
basis dominasi. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang 
diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan (dan lain- lain) 
merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terorganisir atau terbuka 
terbuka terhadap pihak superdinat (Tarrow, 1994). 
Sedangkan perlawanan tidak terorganisir atau sembunyi - 
sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: 1) tidak 
teratur, tidak sistematik dan terjadi secara individual, 2) bersifat 
oportunistik dan mementingkan diri sendiri, 3) tidak berkonsekuensi 
revolusioner, dan/ atau 4) lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. 
Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil- kecilan, 
hujatan, makian, bahkan pura- pura patuh (tetapi dibelakang 
membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-
sembunyi.25 
Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah 
sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup 
dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini. Percobaan- 
percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat 
                                                 





keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi- 
negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah 
perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem. 
Tetapi, menurut Scott, semua itu hanya merupakan akibat- akibat 
yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk 
kesempatan hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari 
tindakan ini (oleh kelas - kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, 
penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan singkat kata semua bentuk 
tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang - orang yang 
mengadakan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan untuk 
mempertahankan diri dan rumah tangga. Dapat bertahan hidup sebagai 
produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa 
orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota 
lainnya. 
Scott menambahkan, bahwa perlawanan tidak terorganisir 
(sembunyi- sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-
mana, melawan efek- efek pembangunan kapitalis asuhan negara. 
Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencar 
dalam komunitas- komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana- 
sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana 
perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi. 
Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep 





birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi-aksi yang 
dilakukan dalam komunitas dengan jaringan - jaringan informasi yang 
padat dan sub kultur - sub kultur perlawanan yang kaya. Tidak terdapat 
aksi - aksi huru hara, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial 
terorganisisr, dan kekerasan terbuka. Perlawanan ini akan terus 
berlangsung selama struktur sosial masih eksploitatif dan tidak adil.26 
Pendukung utama dari sebuah gerakan biasanya ada dua, yaitu 
massa dan elit. Kelompok massa merupakan pendukung gerakan yang 
disebut sebagai kaum pinggiran dengan jumlah yang besar. Sementara 
elit hanya terdiri dari beberapa orang saja, yang mampu menggerakkan 
yang lain. Dalam gerakan kaum pinggiran, elit yang hadir sering kali 
berasal dari kelompok luar.27 Sebuah gerakan perlawanan tidak hadir 
dengan sendirinya, namun karena adanya penyebab yang mendorong 
lahirnya sebuah gerakan. 
Menurut Mansour Fakih dalam tulisan Zaiyardam Zubir, fenomena 
perlawanan yang muncul dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi. 
Pertama gerakan pelawanan sebagai sebuah masalah penyakit 
masyarakat dan ke dua konflik antara generasi muda dan kemapanan 
generasi tua. Adapun yang dimaksud dengan masalah penyakit 
masyarakat disini adalah mengenai permasalahan yang dihadapi untuk 
mempertahankan hidup dari sumber-sumber yang dianggap bermanfaat 
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baginya. Sedangkan konflik antara generasi merupakan sebuah 
perlawanan atas status quo.28 Pada pola yang pertama cenderung terjadi 
pada gerakan buruh, perlawanan petani serta perlawanan yang dilakukan 
oleh kaum pinggiran lainnya seperti gerakan masyarakat pasar misalnya. 
Gerakan perlawanan kaum pinggiran ini berusaha untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi kelompoknya, untuk melanjutkan hidupnya 
serta berusaha menjaga sumber-sumber bermanfaat bagi kelangsungan 
hidup. 
 Untuk menangkap fenomena gerakan perlawanan dalam 
masyarakat di gunakan pula konsep hegemoni James C. Scott tentang 
perlawanan sehari – hari kaum marjinal. Menurut scott, bagi masyarakat 
marjinal, jika mereka memperoleh kesempatan yang cukup aman, akan 
dengan leluasa untuk memunculkan kemampuan mereka dalam 
memutarbalikkan konsepsi-konsepsi kaum penindas. Mereka akan 
menitikberatkan pada tekanan nilai-nilai yang demikian bahkan 
memanipulasinya demi pencapaian kepentingan materi serta kepentingan 
simbolis mereka sebagai sebuah kelas sosial. Mereka akan senantiasa 
menolak karakteristik yang diberikan kepada mereka. Kemudian akan 
bergerak melakukan upaya perlawanan dengan cara pemogokan, boikot, 
aksi tutup mulut, pencurian dan penyebaran gosip penuh kebencian.29 
Perlawanan kecil ini walaupun tidak terorganisir dengan baik, 
namun dilakukan secara terus – menerus. Perlawanan yang dilakukan 
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oleh aktor-aktor sakit hati inilah yang kemudian akan memicu perlawanan 
yang lain dari aktor yang lain. Sepintas, tidak ada efek yang signifikan atas 
aksi tersebut, namun jika dilakukan terus menerus dan teratur akan 
menjadi spirit tersendiri bagi kelompok yang tertindas. Kesadaran mereka 
atas ketidakpemilikan atas sumber-sumber kekuasaan untuk melakukan 
perlawanan yang terbuka dengan penguasa, menjadikan perlawanan 
sehari-hari ini sebagai senjata yang akurat untuk menggerogoti kekuasaan 
penindas.  
Lebih lanjut Scott melihat senjata-senjata biasa milik kelas tertindas 
dan senantiasa pada posisi kekalahan memiliki banyak bentuk, misalkan 
saja dengan memperlambat pekerjaan, melakukan pencurian, pura-pura 
tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang lain, pembakaran, penyabotan 
dan sebagainya. Model pertarungan kelas model Brecht dan Schweik, 
mempunyai beberapa aspek yang sama. Perlawanan tidak membutukan 
koordinasi maupun perencanaan yang matang sebelumnya, namun tetap 
menghindari konfrontasi simbolik secara langsung, bukan konfrontasi 
fisik.30 
Dalam suatu komunitas konsensus tidak mungkin tercapai seratus 
persen. Mereka yang tidak sepakat, pada suatu saat akan melakukan 
sebuah perlawanan yang dilakukan secara nyata maupun diam-diam. 
Gerakan perlawanan ini hadir dikarenakan adanya ketidaksepakatan atas 
kondisi sehingga berusaha melakukan perubahan yang lebih baik dengan 
                                                 
30





membawa nilai-nilai yang menyertai gerakan, adapun yang gerakan disini 
adalah sebuah upaya atau tindakan protes dan perlawanan yang 
dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir atau tidak, 
dengan cara diam-diam atau terang-terangan.31  
C. Kerangka Pikir 
Ada beberapa landasan pokok yang digunakan dalam kerangka 
pikir ini guna memperkaya referensi sekaligus penguatan argumen yang 
akan dikemukakan. Tulisan ini akan coba melihat bagaimana perlawanan 
peadagang sebagai partisipasi politik yang diciptakan sendiri oleh 
pedagang karena tidak percaya dengan ruang yang partisipasi yang 
disediakan pemerintah, melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat. 
Kemudian menjelaskan tahapan proses lahirnya sebuah kebijakan dan 
dampak sosialnya, serta berusaha melihat hubungan aktor-aktor yang 
bermain dalam bingkai ekonomi dan politik. Juga bagaimana mereka 
menggunakan instrument kekuasaan yang dimilikinya untuk 
mempengaruhi kebijakan yang ada, atau mempengaruhi lahirnya 
kebijakan baru yang berpihak kepada pemodal besar, atau mempengaruhi 
oknum pemerintah, kepolisian, hukum, dan lain-lain sehigga secara 
langsung maupun tidak langsung menyetujui tindakan-tindakan mereka 
dengan merugikan pihak lain, dalam hal ini pedagang kecil dan pasar 
lokal. Untuk melihat karakter perlawanan pedagang, akan dikemukakan 
beberapa konsep perlawanan serta tahapan-tahapannya.  
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Sebagai alternatif akan digunakan teori yang dikembangkan James 
C. Scott dalam penelitiannya di malaysia mengenai perlawanan-
perlawanan kecil yang dilakukan oleh petani untuk merebut 
kadaulatannya. Pengembangan teori perlawanan Scott inilah akan coba 
menggambarkan upaya nyata pedagang dalam memunculkan sikap 
penolakannya atas kebijakan negara, dalam hal ini adalah pemerintah 
kota. Pasca masyarakat industri, hubungan negara dengan masyarakat 
sipil seringkali digambarkan saling bertentangan. Menguatnya negara 
dijadikan indikator melemahnya masyarakat sipil. Ini dapat dilihat dari 
ruang patisipasi politik yang semakin terbatas dengan hadirnya aturan 
hukum positif yang dibuat oleh negara. Kemudian hadir pula kepemilikan 
pribadi di dalamnya seperti yang digambarkan oleh smith. Sektor privat ini 
secara bertahap mencari ruangnya sendiri dan tentu dengan kepentingan 
yang berbeda dari kedua kelompok awal.  
Kekuatan modal turut mewarnai dinamika masyarakat serta 
perkembangannya. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan 
khalayak umum tidak lepas dari keterlibatan privat sektor untuk turut 
mengambil peran. Modal telah berasosiasi dengan kekuasaan negara 
untuk merumuskan kebijakan dalam bentuk kesepakatan kerja sama. 
Kekuasaan negara yang bergeser ini kemudian mencoba menjadi 
penengah antara masyarakat sipil dengan pemodal. Negara menjadi wasit 






Tumbuhnya masyarakat akan senantiasa menghadirkan 
kedinamisan serta kompleksitas di dalamnya. Oleh karena itu masyarakat 
kerap diperhadapkan oleh bermacam-macam permasalahan sosial. Tidak 
terkecuali pasar lokal sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hadir 
hampir di tiap kota di Indonesia. Pasar merupakan roda penggerak 
ekonomi sebuah masyarakat yang menyediakan bermacam kebutuhan 
rumah tangga. Tidak berlebihan kiranya di tiap pemerintahan daerah 
menempatkan sebuah badan birokrasi sendiri untuk mengelolah pasar. 
Diharapkan dengan adanya sebuah badan pengelola pasar di tubuh 
pemerintahan inilah akan mampu menjawab permasalahan pasar lokal 
serta kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan di dalam pasar. 
Di Kota Makassar, pada tahun 2002 dibentuklah Perusahan Daerah 
untuk menangani pasar-pasar yang tersebar di kota. Mengalirlah 
bermacam-macam kebijakan dalam melakukan terobosan-terobosan 
untuk menjadikan pasar tersebut lebih baik. Dalam kasus pasar sentral 
(Makassar Mall) pasca kebakaran tahun 2011, Pemerintah Kota Makassar 
menganggap bangunan bekas kebakaran tersebut sudah tidak layak pakai 
untuk kegiatan perekonomian. Tahun ini di mulailah pembongkaran 
bangunan yang sudah tidak layak pakai itu dan akan dibangun bangunan 
baru yang lebih layak sebagai hasil penandatanganan kontrak antara 
Pemerintah Kota Makassar dengan pihak developer sebagai pihak 
pengembang. Dengan kebijakan ini diharapakan makassar mall akan 





  Semenjak pasca kebakaran yang melanda bangunan makassar 
mall para pedagang terkatung-katung dan tidak jelas, mungkin kata inilah 
yang cocok bagi para pedagang eks Makassar mall (pasar sentral) pasca 
kebakaran beberapa waktu lalu. Bagaimana tidak hingga saat ini para 
pedagang ini belum mendapat kepastian dimana mereka akan 
ditempatkan untuk melanjutkan hidup mereka. Setelah sebelumnya 
mereka diberikan kesempatan untuk membuka lapak-lapak di sepanjang 
jalan seputaran Makassar mall. Kinipun mereka dipindahkan ke jalan 
diponegoro. Parahnya lagi kebijakan ini bukan hanya di tolak oleh para 
pedagang itu sendiri tapi warga yang ada sekitar lokasi diponegoro 
menolak keberadaan mereka. 
Tidak jelasnya nasib para pedagang pasar sentral ini dikarenakan 
kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mengambil langkah-langkah 
antisipatif terhadap bangunan eks kebakaran Makassar Mall dengan 
melakukan pembongkaran karena di nilai sudah tidak layak pakai 
membuat para pedagang kecewa. Hampir semua pedagang menolak bila 
bangunan tersebut dirobohkan. Mulailah para pedagang menunjukkan 
penolakan mereka terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kota 
Makassar. Ketidak sepakatan yang terjadi atas kebijakan tersebut 
diwujudkan dalam bentuk perlawanan. Perlawanan maka dari itulah 
penelitian ini akan menggambarkan bagaimana bentuk perlawanan 





Makassar. Kemudian melihat apa saja penyebab perlawanan pedagang 
ini dilakukan. 
Sejak lahirnya kebijakan untuk membongkar eks bangunan 
makassar mall dan akan dibangun bangunan baru dilokasi itu sendiri, 
melahirkan kekecewaan pada pedagang. Kebijakan pemerintah yang 
bekerja sama dengan developer untuk melakukan pembongkaran dan 
membangun kembali bangunan makassar mall menuai penolakan dari 
para pedagang.  
 













Faktor  yang mempengaruhi munculnya 
perlawanan pedagang: 
 
1. Minimnya Keterlibatan Pedagang Dalam 
Perumusan Kebijakan Revitalisasi. 
2. Klaim Asuransi Dan Kontrak Pedagang 
Belum Mendapatkan Kepastian. 
Bentuk perlawanan 
pedagang: 
1. Tidak terorganisir 
2. Terorganisir  
 








Bagian ini akan menguraikan tentang perangkat-perangkat 
penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, 
teknik pengumpulan data, analisa data serta konsep operasional yang 
sangat membantu dalam kelangsungan penelitian ini. 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang akan di jadikan tempat penelitian ini adalah Pasar 
Sentral (Makassar Mall), pasar ini merupakan salah satu pasar lokal besar 
di Makassar. Adapun alasan penulis menjadikan makassar mall menjadi 
objek penelitian dikarenakan pasar ini merupakan salah satu pasar lokal 
terbesar yang ada di kota Makassar. Pasar ini juga merupakan distributor 
untuk banyak pasar-pasar kecil di kota Makassar. Area pasar tidak jelas, 
menjadikan pasar ini terlihat tidak teratur dengan baik semenjak 
kebakaran melanda bangunan pasar. 
 Sebagai salah satu pasar lokal di Makassar, pasar ini tidak terawat 
dengan baik semenjak peristiwa kebakaran tersebut, banyak pedagang-
pedagang yang menggunakan badan jalan sebagai tempat lapak mereka 
berjualan. Pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui PD 
Makassar Pasar Raya yang bekerja sama dengan pihak pemodal dengan 
membongkar bekas bangunan pasca kebakaran beberapa waktu lalu 





pedagang dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
meneliti masalah yang terjadi pada pasar tersebut, dengan menjadikannya 
sebagai lokasi penelitian. 
B. Tipe dan Dasar Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif untuk mencari, menggambarkan, dan menganalisa 
objek penelitian dengan interpretasi yang tepat. Artinya data yang 
dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal 
daril naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, 
memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari 
penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik 
fenomena secara mendalam, terperinci, akurat dan tuntas. 
Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Daiarn 
penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan 
orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman 
jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.32 Penulis akan 
mencoba menjelaskan terlebih dahulu akar masalah yang terjadi, 
kemudian menggunakan beberapa alat analisis masalah sebagai 
penjelasan yang lebih dalam. Penjelasan itu akan menggunakan argumen 
yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam menyimaknya. Data yang 
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diperoleh coba dikolaborasi dengan argumen penulis, sehingga akan 
saling menguatkan hasil penelitian. 
Sedangkan dasar penetitian yang digunakan adalah metode studi 
kasus (case study), metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat dari 
sebuah peristiwa atau fenomena yang tengah berlangsung pada saat 
studi, selain itu metode ini juga berguna untuk memberikan batasan yang 
lebih terperinci terhadap kasus yang akan diteliti,33 dalam hal ini akan 
menjelaskan faktor – faktor dan bentuk – bentuk perlawanan pedagang 
terhadap kebijakan pembongkarang makassar mall. 
 
C. Jenis Data Penelitian 
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut akan diperoleh melalui: 
1.  Data primer; diperoleh melalui wawancara langsung dengan 
informan, dimana wawancara tersebut tentunya berhubungan 
dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini data primer akan 
diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam 
yang akan dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan 
masalah fenomena perlawanan pedagang makassar mall. 
2. Data sekunder sebagai pelengkap dan pendukung data primer 
diperoleh dari buku-buku/tulisan-tulisan yang relevan dengan 
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penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah 
dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah:  
a.  Wawancara  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. 
Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui 
wawancara langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses  memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil  bertatap muka 
antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan 
atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.  
Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar 
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup 
kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang 
dipilih adalah informan yang benar-benar paham dan mengetahui 
permasalahan yang dimaksud. Adapun yang menjadi informan adalah: 
 M. Sahib (Ketua Organisasi Pedagang) 
 Rusli (Anggota Organisasi Pedagang) 





 Zulikifli dan Nurfitria (Pedagang Pasar) 
Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan 
kebutuhan penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Jadi meskipun 
telah ditetapkan informan sebelumnya, dimungkinkan untuk mencari 
informan lain dari sejumlah informasi yang lain selama di lapangan. 
Penelitian ini berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat 
sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 
b. Dokumen/Arsip 
Metode atau teknik dokumenter adalah,data yang diperoleh melalui 
kajian pustaka, buku-buku, koran, jurnal, dokumentasi, foto, internet dan 
literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Data ini merupakan 
pelengkap dari data primer di atas. 
E. Teknik Analisa Data 
Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 
kegiatan penelitian, terutama bila diinginkan generalisasi atau untuk 
memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang dilakukan. 
Analisis data akan dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan 
pendekatan kualitatif, hal ini dimaksudkan agar tetap berada pada fokus 
penelitian. Penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi 
menggunakan argumen yang jelas dan memfokuskan perhatian pada 






Data-data dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi) 
sehari-hari dicatat secermat, serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga 
menjadi suatu catatan lapangan atau field notes. Selanjutnya data dan 
informasi tersebut akan di analisa secara kualitatif sehingga apa yang 
terkandung dalam realitas dapat segera mungkin diungkap. Karena 
analisis penelitian ini bersifat kualitatif, maka penyajian data disajikan 
dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau 
menggambarkan bentuk-bentuk perlawanan atau penolakan yang 
dilakukan oleh pedagang makassar mall terhadap kebijakan Pemerintah 
Kota Makassar serta penyebab lahirnya gerakan perlawanan tersebut. 
Proses analisis data secara keseluruhan dengan menggelar 
seluruh data mentah yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 
wawancara, pengamatan atau observasi yang ditulis dalam catatan 
lapangan dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, 
ditelaah, kemudian direduksi atau dipilih sesuai dengan kategori-kategori 
tertentu (semisal, tema, topik) menentukan batas-batas permasalahan 
sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 
mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
Selanjutnya, mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada 





kerangka pemikiran, konsep-konsep, teori-teori yang digunakan kemudian 



























GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 
A. Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya 
             Berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar No. 5 
Tahun 1999 tentang penyusunan tugas dan fungsi Perusahaan Daerah 
Pasar Makassar Metro Kota Makassar dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan 
pengawasan perusahaan daerah di lingkungan pemerintah daerah, maka 
keberadaan PD Pasar Makassar Raya diharapkan: 
2. Merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam 
menata, mengatur dan membangun sarana dan prasarana  
perpasaran PD Makassar Raya juga dapat membiayai dirinya 
sekaligus mendatangkan keuntungan kepada pemerintah kota dalam 
bentuk pemasukan pendapatan. 
3. Mampu menggali potensi sektor penerimaan. 
4. Berperan sebagai pelayan dalam menyiapkan sarana dan prasarana 
perpasaran sehingga tidak semata-mata mencari keuntungan. 
5. Menyelenggarakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui 
pembinaan dan pembangunan yang lebih demokratis dan transparan. 
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. 
7. Mengoptimalkan keamanan fisik/infestasi pasar dan kenyamanan 
penjual dan pembeli. 





9. Menyediakan sumber daya manusia. 
10. Menjadikan pasar sebagai tempat berbelanja utama dan pariwisata. 
  Berdasarkan dengan tugas dan fungsi organisasi PD Pasar 
Makassar Raya, maka tujuan jangka pendek dan jangka panjang hendak 
di capai adalah: 
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar melalui upaya koordinasi 
dengan pedagang kaki lima dan instansi terkait. 
2. Meningkatkan pelayanan berbelanja melalui penataan lokasi pasar 
dan penertiban pedagang kaki lima yang menempati lokasi bukan 
peruntukannya. 
3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan penjual dan pembeli. 
Indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas pengelolaan pasar 
adalah, keterlibatan aparat pengelola pasar di dalam mengambil 
keputusan, keterlibatan di dalam implementasi pengelolaan pasar dan 
pedagang kaki lima. 
  Landasan hukum yang digunakan PD Pasar Makassar Raya 
adalah sebagai berikut: 
1.   Peraturan Derah Nomor 4 Tahun 1999. 
2. Peraturan Derah Nomor 9 Tahun 2000. 
3. Peraturan Derah Nomor 17 Tahun 2002. 
4. Peraturan Derah Nomor 12 Tahun 2004. 





      Adapun arah kebijakan yang dibuat oleh PD Makassar Raya 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Peningkatan pendapatan dengan menggali sumber-sumber potensi 
PD Pasar Makassar Raya. 
2. Peningkatan pelayanan terhadap pengguna pasar. 
3. Pembanguna dan rehabilitasi sarana dan prasarana pasar yang 
berkesinambungan. 
4. Sasaran Visi dan Misi tercapai yakni “Pasar Untuk Semua”. 
 
B.  Keadaan Umum Pasar Sentral Makassar 
              Pasar Sentral Makassar merupakan satu-satunya pasar sentral 
yang ada di Kota Makassar dan merupakan pasar terbesar di Kota 
Makassar. Sejak tahun 1994 pasar ini ditetapkan sebagai pasar sentral 
Makassar. Luas pasar tersebut adalah 23.895 m2. Jumlah pedagang pada 
pasar sentaral Makassar  sebanyak 3.019 dengan pembagian sesuai 
dengan fasilitas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 2 
Daftar Potensi Pedagang/Ruko, Kios, Kios Mini, Losd pada UPTD 
Pusat 
Perbelanjaan Makassar 
NO Bahagian Pedagang Ruko Kios 
Kios 
mini 




















354 - 753 - - 753   
5 Kios mini 107 - - 204 - 204 325 luar 
6 Ruko 106 - - - - 106   
 Jumlah 1.946 106 1.829 204 880 3.019 495  





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Di Makassar pembangunan dilakukan hampir disemua sudut kota, 
mulai dari gedung pemerintahan, perluasan area kota, pembukaan jalan 
dan pengadaan fasilitas publik. Pasar merupakan salah satu fasilitas 
publik yang menjadi sasaran Pemerintah Kota Makassar. Dimulailah 
pembangunan dan pembenahan pasar-pasar lokal oleh pemerintah 
dengan melakukan pembangunan dan pembenahan fisik dan manajemen 
pengelolaan salah satu pasar yang menjadi perhatian saat ini adalah 
pasar sentral (Makassar Mall). Kondisi pasar yang sangat memprihatinkan 
semenjak kebakaran melanda bangunan pasar yang menyebabakan 
banyak pedagang kehilangan kios dagangan. Kondisi tersebut 
mengharuskan hadirnya sebuah perbaikan dengan membuat pasar 
permanen yang bisa menampung seluruh pedagang yang kehilangang 
kios. 
Saat ini Pemerintah Kota Makassar fokus untuk melakukan 
pembangunan ulang Makassar Mall sekaligus menyediakan lahan 
sementara bagi pedagang untuk berjualan. Pasca kebakaran yang 
melanda pasar ini tahun lalu sejumlah pedagang menolak kebijakan 
Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembongkaran terhadap 
bangunan pasar tersebut. Alasan pemerintah untuk melakukan 
pembongkaran karena dinilai bangunan tersebut tidak layak untuk 





dibongkar, pemkot Makassar yang bekerja sama dengan pihak developer 
akan membangun bangunan pasar yang baru yang lebih megah dan 
mewah.  
 Keberpihakan pemkot kepada pedagang dinilai masih belum 
maksimal. Relokasi pedagang ke berbagai tempat di sekitaran Makassar 
Mall adalah salah satu tindakan yang dilakukan Pemeritah Kota (Pemkot) 
Makassar, namun masih menuai banyak masalah. Setelah sebelumnya 
mereka diberikan kesempatan untuk membuka lapak-lapak di sepanjang 
jalan seputaran Makassar Mall. Kinipun mereka dipindahkan ke Jalan 
Diponegoro. Parahnya lagi kebijakan ini bukan hanya di tolak oleh para 
pedagang itu sendiri tapi warga yang ada sekitar lokasi Diponegoro 
menolak keberadaan mereka.34  
Rencana pembangunan pasar sentral ini masih juga tidak 
melibatkan pedagang didalamnya. Pembicaraan tentang revitalisasi hanya 
pada tingkatan pemerintah dan developer melalui kesepakatan kerja 
sama. Pedagang sendiri tidak pernah dilibatkan, hanya mengetahui 
rencana revitalisasi secara informal berupa penyebaran kabar secara 
lisan. Bahkan pedagang baru mengetahui adanya rencana revitalisasi 
pasar ketika dipasang pagar yang mengelilingi area bangunan yang akan 
di bongkar. Dengan kesepakatan pemerintah dengan pihak swasta untuk 
merevitalisasi bangunan Makassar Mall inilah pengerjaan mulai dilakukan. 
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Dalam bab ini memuat pembahasan penelitian, yang akan 
menjelaskan secara terperinci faktor-faktor terjadinya perlawanan 
pedagang dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para 
pedagang Makassar Mall (pasar sentral). 
 
A. Faktor-faktor penyebab pedagang melakukan perlawanan 
terhadap kebijakan pembokaran makassar mall. 
Pada masa pembongkaran, pedagang yang kiosnya terbakar di 
relokasi dan dipindahkan dipasar darurat yang di buatkan oleh pemerintah 
di jalan-jalan sekitar lokasi kebakaran bangunan pasar berupa lapak-lapak 
sementara yang nantinya akan ditempati pedagang berjualan. Jadi pasar 
darurat adalah tempat sementara yang diperuntukkan bagi pedagang 
yang kiosnya terbakar beberapa waktu lalu. Pasar darurat yang di 
sediakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak developer 
terletak disekitaran bekas bangunan makassar mal.  
 Pemkot Makassar  yang bekerjasama dengan PT. MTIR sebagai 
pihak developer tahun lalu membangun 374 lapak di sepanjang Jalan Irian 
dan Jalan Pangeran Diponegoro. Untuk membangun lapak ini, PT. MTIR 
disebut-sebut menggelontorkan anggaran 1 miliar rupiah. Lapak ini 
dibangun untuk menampung ribuan pedagang eks Makassar Mall yang 
kehilangan kios pasca kebakaran Makassar Mall Juli 2011. Namun, para 





Wahid Hasyim dan beberapa jalan di sekitar bekas bangunan Makassar 
Mall. 
 Pada masa pembongkaran dan relokasi ini, tentu jalan-jalan 
semakin padat oleh pedagang dan jalan mengalami penyempitan. 
Misalnya saja jalan Irian yang di tempati oleh banyak pedagang yang 
menjual mesin-mesin pertanian, kini menjadi risau dikarenakan di depan 
tokoh mereka dibangun lapak-lapak darurat yang ditempati oleh pedagang 
makassar mal untuk berjualan, sehingga tidak ada ruang bagi pelanggan 
mereka untuk memarkir kendaraan, belum lagi ditambah dengan 
anggutan umum yang berdesak-desakan yang menyebabkan kemacetan 
disekitaran jalan Irian. Sama seperti di lokasi pasar darurat lainnya tidak 
jauh beda yang terjadi di jalan Irian. 
 Perlawanan pedagang yang hadir di Makassar Mall ini merupakan 
bukti kompleksnya masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat 
pasar ini. Pembongkaran dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah 
bersama pihak developer menimbulkan reaksi dari para pedagang 
Makassar Mall. Walaupun penyebab yang sangat nampak dari pernyataan 
pedagang adalah kekecewaan, namun masih banyak penyebab lain yang 
melatarinya, seperti kurangnya keterlibatan pedagang dalam perumusan 
kebijakan revitalisasi, dibongkarnya kembali lapak-lapak darurat oleh 
pemerintah kota, klaim asuransi pedagang belum mendapatkan kepastian 
pembayaran, dan kecenderungan keberpihakan pemerintah yang 





    Dari penjelasan tersebut maka ada dua faktor penyebab 
perlawanan pedagang yang muncul yaitu, Minimnya keterlibatan 
pedagang dalam perumusan kebijakan revitalisasi dan Klaim asuransi 
dan kontrak pedagang blom mendapat kepastian. 
 
1. Minimnya Keterlibatan Pedagang Dalam Perumusan Kebijakan 
Revitalisasi. 
 Pasca kebakaran yang melanda bangunan Makassar Mall 
beberapa tahun lalu ratusan pedagang kehilangan kios dagangannya. 
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kota Makassar yang 
bekerja sama dengan pihak developer yakni PT. Melati Tunggal Inti Raya 
melakukan pembongkaran terhadap eks bangunan Makassar Mall, 
pembongkaran ini dilakukan karena dinilai bangunan tersebut tidak layak 
lagi digunakan untuk aktifitas perdagangan dan akan dibangun kembali 
bangunan baru yang lebih megah.  
 Pembangunan Makassar Mall pasca kebakaran Juni 2011 lalu, 
akan menelan anggaran antara Rp400-500 miliar. Namun dengan 
kenaikan harga BBM akan mengubah perencanaan tersebut sehingga 
ditaksir angkanya bisa mencapai Rp800 miliar. Biaya tersebut merupakan 
dana yang bersumber dari pihak developer  sebagai bentuk kerja sama 
dengan pemerintah kota makassar dalam bentuk kontrak untuk 





 Pembongkaran bangunan eks Makassar Mall ini merupakan upaya 
yang ditempuh oleh pemerintah kota untuk merevitalisasi Makassar Mall 
pasca kebakaran.  
“Rencana revitalisasi ini tidak melibatkan pedagang di dalamnya. 
Pedagang hanya tahu informasi pembongkaran gedung dari pembicaraan 
dari mulut kemulut, bahkan ada pedagang yang baru tahu setelah 
dibuatnya pasar darurat di jalan-jalan sekitar Makassar Mall”.35 
   
 Dalam melakukan revitalisasi tentu akan dilakukan relokasi terlebih 
dahulu, sehingga pemerintah yang bekerjasama dengan developer 
membangun lapak-lapak dari kayu sebagai pasar darurat untuk berjualan 
pedagang selama masa revitalisasi bangunan pasar. Lapak-lapak  ini 
bersusun di tengah-tengah jalan sekitaran Makassar Mall, yakni, Jalan 
Irian, Jalan Pangeran Diponegoro, Nusakambangan, KH Agussalim, Jalan 
HOS Cokroaminoto, Wahid Hasyim dan beberapa jalan disekitar bekas 
bangunan Makassar Mall.  
 Pada masa revitalisasi dan relokasi, munculah protes-protes yang 
dilakukan oleh pedagang dan menimbulkan reaksi penolakan, mereka 
tidak pernah tahu akan menjadi seperti apa bentuk apa yang akan 
dibangun pemerintah melalui developer. Adapun yang pedagang 
harapkan dari kebijakan pemerintah adalah pasar bisa menjadi lebih baik 
dari sebelumnya, dan mereka bisa berjualan seperti sediakala. Minimnya 
informasi yang didapatkan oleh pedagang menjadikan sosialisasi 
kebijakan tidak berjalan dengan baik. Di dalam sebuah kebijakan, salah 
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satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sosialisasi 
itu mampu menyentuh kebanyak aspek masyarakat, sehingga kebijakan 
itu akan mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk 
memaksimalkan tujuan dari kebijakan itu. Namun yang terjadi pada 
kebijakan pembongkaran Makassar Mall, sosialisasi itu tidak berjalan 
dengan baik. Ruang pedagang untuk melibatkan diri dalam kebijakan ini 
tidak sama sekali, bahkan sebagian besar pedagang tidak mengetahui 
tentang rencana pemerintah. Akibatnya, masukan-masukan dari 
pedagang yang seharusnya menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam 
merevitalisasi pasar tidak ada. Padahal yang paling mengenal kondisi 
sosial pasar adalah mereka yang dalam kesehariannya berinteraksi 
dengan lingkungan ini. 
 Sejak awal perencanaan kebijakan revitalisasi Makassar Mall. 
Pemerintah tidak membuka ruang untuk melibatkan pedagang sebagai 
sebuah elemen yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Kurangnya 
keterlibatan ini mengakibatkan minimnya referensi pemerintah tentang 
nilai-nilai pasar lokal yang sebenarnya pedagang lebih tahu, karena telah 
berinteraksi didalamnya selama bertahun-tahun. Kemudian sosialisasi 
kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya dukungan atas 
kebijakan tidak nampak dari pedagang. Pedagang hanya tahu tentang 
perbaikan pasar saja, namun mengenai bentuk serta manajemen 
pengelolaan, pedagang tidak tahu. Akibatnya kebijakan yang melahirkan 





pedagang. Akhirnya kebijakan yang di buat tidak mampu memaksimalkan 
fungsinya sebagai tempat berjualan bagi pedagang-pedagang di 
Makassar Mall. 
 Kurangnya keterlibatan pedagang di dalam sebuah kebijakan 
menyebabkan kurangnya referensi pemerintah dalam merumuskan serta 
mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Pedagang dengan 
interaksi di dalam pasar yang jauh lebih intens dibandingkan dengan 
pembuat kebijakan revitalisasi ini, sebenarnya memiliki bahan yang 
sangat berharga untuk memaksimalkan sebuah kebijakan. Pemerintah 
dengan kebijakan ini memaksakan idealismenya tentang pasar. Pasar 
sentral yang memiliki akar sejarah sebagai pasar lokal, kini di paksa 
modern untuk bersaing dengan pasar-pasar lainnya. 
 Dari pihak pedagang sendiri merasa pemerintah dengan kebijakan-
kebijakan yang ada dinilai lebih memihak pada kepentingan developer dan 
mengesampingkan kepentingan pedagang. Ini bisa dilihat dari alasan 
pemerintah yang didesak oleh target waktu. Pemerintah cenderung 
mengutamakan kegiatan proyek dari pada harus memikirkan  dibiarkan 
keberlangsungan hidup pedagang kecil. Harusnya pemerintah memiliki 
alternatif atau analisa dampak atas kebijakan yang diberlakukan untuk 
memperhitungkan masalah ini. Namun nyatanya kondisi ini di biarkan 
terus terjadi, hal ini menyebababkan kekecewaan dari pedagang dan 
menghadirkan reaksi penolakan sebagai wujud perlawanan pedagang di 





2. Klaim Asuransi Dan Kontrak Pedagang Belum Mendapatkan 
Kepastian. 
 Langkah pemerintah melakukan pembongkaran dan revitalisasi ini 
tidak mempertimbangkan dampak apa yang akan hadir dimasyarakat 
pasar nantinya.  
“Apabila membongkaran dilakukan, maka klaim asuransi yang kami miliki 
terancam tidak dapat dibuktikan, karena bukti fisik bangunan sudah tidak 
ada. Kalau bangunan itu dirobohkan maka bukti nyata atas klaim asuransi 
kami ikut juga hilang, sehingga kami tidak bisa menuntut ke pihak 
asuransi untuk pembayaran.36  
  
  Relokasi pedagang ke berbagai tempat kata dia, adalah salah satu 
tindakan yang dilakukan Pemeritah Kota (Pemkot) Makassar, namun 
keberpihakan pemkot kepada pedagang dinilai masih belum maksimal 
disebabkan masih ada sangkutan pihak asuransi ke pedagang. Hampir 
semua pedagang menolak bila bangunan tersebut dirobohkan, sebab 
asuransi yang dimiliki para pedagang belum dibayarkan sampai saat  ini.    
 Di dalam membuat rancangan kebijakan, pemerintah kurang 
memperhitungakan adanya usulan bahkan masukan dari pedagang yang 
berada di dalam Makassar Mall. Negara dengan peraturan politik yang 
ada telah membatasi diri dengan masyarakat. Seharusnya pembatasan 
yang hadir bisa diminimalisir dengan membuka ruang partisipasi. Dengan 
media seharusnya pemerintah kota bisa mensosialisasikan kebijakan 
revitalisasinya kepada masyarakat pasar. Namun dalam kasus Makassar 
Mall, ruang partisipasi ini tidak terwujud dengan baik. Benturan negara 
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dan masyarakat sipil begitu nampak dengan merujuk pada minimnya 
masukan dalam kebijakan-kebijakan terhadap Makassar Mall. 
 Tidak jelasnya nasib para pedagang pasar sentral ini dikarenakan 
terbitnya rekomendasi Komisi B DPRD Makassar yang salah satu poinnya 
memberikan keleluasaan bagi Pemkot Makassar untuk mengambil 
langkah-langkah antisipatif terhadap bangunan eks kebakaran Makassar 
Mall membuat para pedagang kecewa. Kekecawaan para pedagang 
bermula saat melihat waktu terbitnya rekomendasi yang dilakukan 
sebelum rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang terkait 
dalam masalah ini. Rekomendasi mendahului hasil RDP yang dilakukan 
empat hari kemudian. Tidak pernah ada pertemuan yang membahas 
tentang adanya poin yang menyebutkan pemkot bisa mengambil tindakan 
atas bangunan Makassar Mall sebelum adanya kesepakatan antara 
pedagang dan PT. Melati Tunggal Inti Raya (MTIR). Tidak pernah ada 
pertemuan untuk pengambilan keputusan, lalu muncul rekomendasi.37  
“RDP(Rapat Dengar pendapat) baru digelar pada Selasa, 8 Mei 
2011, namun justru rekomendasi telah terbit sejak Jumat, 4 Mei 
2011. Padahal, tuntutan pedagang sangat jelas, yakni salah satunya 
meminta menghentikan perobohan Makassar Mall sampai adanya 
kesepakatan yang ditandatangani dalam memorandum of 
understanding (MoU) dengan mereka dan MTIR”.38 
Melihat penjelasan di atas, Pemerintah dalam hal ini gagal 
membangun proses penanganan pasar khususnya pasar lokal secara 
                                                 







partisipatif dengan melibatkan lebih banyak pedagang dalam memutuskan 
yang terbaik bagi keberadaan dan kelangsungan berdagang bagi 
pedagang kecil/mikro yang rentan menjadi korban dalam persaingan 
ekonomi yang tidak sehat dan seimbang ini. Ini disebabkan karena 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap 
kebijakan yang akan diberlakukannya terhadap pedagang. Di dalam 
sebuah kebijakan, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan 
adalah bagaimana sosialisasi itu mampu menyentuh kebanyak aspek 
masyarakat, sehingga kebijakan itu akan mampu melibatkan seluruh 
elemen masyarakat untuk memaksimalkan tujuan dari kebijakan itu. 
Namun yang terjadi pada kebijakan pembongkaran Makassar Mall, 
sosialisasi itu tidak berjalan dengan baik. 
B. Bentuk perlawanan  pedagang yang muncul atas kebijakan 
pembongkaran makassar mall. 
Secara garis besar ada dua bentuk perlawan yang hadir dalam 
masyarakat pedagang di Makassar Mall, yakni perlawanan tidak 
terorganisir yang dilakukan oleh individu-individu  secara sendiri-sendiri 
dan perlawanan terorganisir yang dilakukan secara bersama-sama dalam 
sebuah komando organisasi yang pedagang bentuk. Berikut ini bentuk-







1. Perlawanan tidak terorganisir 
Sebelum melakukan aksi perlawanan bersama-sama, perlawanan 
pedagang masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang 
dimaksudkan dengan perlawanan yang di lakukan secara sembunyi-
sembunyi adalah perlawanan yang dilakukan secara samar oleh aktor 
gerakan untuk menghindari benturan langsung dengan kekuasaan. 
Perlawanan biasanya dengan melibatkan aktor-aktor secara individu dan 
tidak terorganisir.  
Ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan beberapa pedagang di 
Makassar Mall seperti Nurfitria, Alamsyah dan beberapa pedagang 
lainnya. Pedagang tidak menempati losd-losd yang telah disediakan oleh 
pemerintah di Jalan Irian dan Jalan Diponegoro. Banyak alasan yang 
dilontarkan oleh para pedagang untuk tidak menempati losd-losd tersebut. 
Para pedagang lebih memilih untuk berjualan dijalan sekitaran bangunan 
Makassar Mall. Salah satu alasannya adalah lokasi lapak yang disediakan 
pemerintah cukup sepi dari pembeli, sejumlah pedagang Makassar Mall 
atau pasar sentral yang juga telah direlokasi ke jalan tersebut menolak 
untuk menempati lapak yang telah disiapkan karena sering mendapat 
teror. 
Nurfitria, salah seorang pedagang yang ditemui di makassar mall, 
mengaku pernah didatangi oleh dua orang pemuda yang tidak dikenal 





“Katanya nanti kalau pedagang sudah pindah ke sini , maka lapak 
akan dibakar. Makanya saya tidak mau pindah. Pedagang lain juga 
sudah pernah cerita ke saya kalau pernah diberitahu akan dibakar ini 
lapak kalau dipakai nanti, lagian kalau saya pindah omset saya pasti 
akan turun karena tempat yang disediakan sepi dari pembeli”.39 
Dari beberapa alasan tersebut pedagang menolak peraturan 
pemerintah untuk direlokasi. Penolakan-penolakan tersebut merupakan 
reaksi dari kurang memperhitungakan adanya usulan bahkan masukan 
dari pedagang yang berada di dalam Makassar Mall. Negara dengan 
peraturan politik yang ada telah membatasi diri dengan masyarakat. 
Seharusnya pembatasan yang hadir bisa diminimalisir dengan membuka 
ruang partisipasi. Dengan media seharusnya pemerintah kota bisa 
mensosialisasikan kebijakan revitalisasinya kepada masyarakat pasar. 
Menurut Scott, tindakan inilah yang diartikan sebagai sebuah 
perlawanan simbolik, dimana pelanggaran yang dilakukan secara tidak 
langsung akan menggerogoti kekuasaan. Aturan pemerintah tidak lagi 
dipandang sebagai sebuah nilai yang harus dipegang bersama. Secara 
simbolik aturan pemerintah adalah salah satu bentuk kekuasaan negara 
dalam mengatur masyarakat. Namun dengan hadirnya pelanggaran 
sebagai bentuk perlawanan pedagang, kekuasaan negara telah dikikis 
secara bertahap dan kehilangan citranya di masyarakat. Terutama dimata 
pelaku pelanggaran, hadirlah anggapan bahwa aturan bisa dilanggar, 
kemudian pelanggaran lainnya akan muncul bila tidak ada tindakan tegas 
terhadap pelakunya.  
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Sejak pemerintah  merelokasi pedagang ke Jalan Irian dan Jalan 
Diponegoro, pedagang membanjiri area luar gedung Makassar Mall yang 
akan dirobohkan untuk berjualan. Sejak itu pula, pemerintah bersama 
pihak pengelolah tidak henti-hentinya agar pedagang mau menempati 
lapak-lapak yang disediakan oleh pemerintah dan pengelolah. Namun 
dalan proses relokasi pedagang mendapatkan hambatan, hal ini 
mengakibatkan hadirnya upaya pemerintah dan pengelolah baik yang 
bersifat persuasif maupun represif. Dari penuturan seorang pedagang 
diatas, dapat di lihat pemerintah lebih dominan menggunakan langkah 
represif dibandingkan dengan upaya membuka ruang dialog antara 
pedagang, pemerintah dan pengelolah. 
Kebijakan pemerintah kota makassar untuk merevitalisasi 
makassar mall dalam bentuk bangunan megah, kini menjadi sebuah 
kebijakan buruk dimata para pedagang pasar. Citra buruk kebijakan ini 
bukan hadir dengan sendirinya, tetapi karena hadirnya penolakan 
pedaganglah yang menjadikan kebijakan nampak buruk. Penolakan ini 
bisa dilihat dari tindakan pedagang yang menolak untuk menempati lapak-
lapak yang disediakan oleh pemerintah dan pihak pengembang. 
Walaupun pengelola dan pemerintah telah menghimbau kepada 
pedagang untuk menempati lapak-lapak yang disediakan, pedagang 
dengan tegas menolak. Para pedagang hanya ingin berjualan disekitar 





Tindakan pedagang Makassar Mall ini tidak dibiarkan oleh 
pemerintah. Pemerintah bersama pengelolah dan aparat yang terkait pun 
melakukan penertiban. Penertiban yang dilakukan ini harus menghadapi 
perlawanan dari bedagang. Pedagang sadar akan posisinya yang lemah 
secara hukum, maka pedagang menghindari kontak langsung dengan 
penguasa dengan berpura-pura tidak tahu tentang adanya penertiban 
yang akan dilakukan, kalaupun terdesak, mereka akan dengan rela tidak 
berjualan untuk sementara, namun ketika para pedagang sudah merasa 
aman untuk melakukan aktifitas jual beli, mereka akan kembali ketempat 
semula. 
Bentuk-bentuk perlawanan tidak terorganisir inilah yang ditemukan 
dalam perlawanan pedagang di Makassar Mall sejak adanya kebijakan 
pembongkaran Makassar Mall. Bentuk perlawanan itulah yang dilakukan 
sendiri-sendiri oleh aktor gerakan secara berulang-ulang dan telah 
menggerogoti sedikit demi sedikit kekuasaan pemerintah. Walaupun tidak 
terorganisir dengan baik dan efektifitas gerakan yang tidak terukur, 
perlawanan pedagang ini memiliki nilai-nilai yang dibawah dari tiap 
tindakannya. Nilai-nilai yang nampak dari tiap tindakan itu menyiratkan 
adanya penolakan atas pembongkaran bangunan Makassar Mall yang 
dilakukan pemerintah melalui kebijakan revitalisasinya. 
Pedagang semakin memeliki kepercayaan dirinya untuk 
mempertahankan apa yang pedagang anggap benar. Nilai-nilai yang 





mampu bertahan ditengah-tengah kebijakan yang mendiskriminasikan 
dirinya. Kebijakan yang telah menjauhkan dirinya dari lingkungan pasar 
sebelumnya, dengan nilai-nilai itu pedagang melakukan perlawanan yang 
mampu mereka lakukan. Para pedagang sadar akan resiko saat mereka 
harus langsung berlawanan dengan pemerintah. Melawan dengan frontal 
sama dengan melawan hukum positif milik penguasa. Tetapi perlawanan 
para pedagang pasar yang secara diam-diam ini tanpa menunjukan 
secara tegas perlawanan itu mengakibatkan terkikisnya perlahan 
kekuasaan pemerintah untuk mengatur pedagang. Inilah senjatanya 
orang-orang kalah yang di maksudkan oleh scott dalam menggambarkan 
bentuk-bentuk perlawanan masyarakat marjinal dalam hal ini para 
pedagang pasar. 
Model seperti itu terus dilakukan sampai akhirnya pedagang 
memiliki  organisasi untuk mewadahi kepentingannya. Dengan bermacam 
bentuk perlawanan tertutup atau tidak terorganisir tersebut, pedagang 
berjuang untuk merebut hak-haknya. Para pedagang sadar akan 
kelemahan mereka jika harus terang-terangan bersikap melawan 
kekuasaan pemerintah karena tidak ada sesuatu yang bisa menolong 
mereka. Perlawanan ini akan mengarah pada perlawanan yang lebih 
terbuka jika pedagang telah merasa kuat untuk melakukannya. Atau ada 







2. Perlawanan  terorganisir 
Perlawanan terorganisir dilakukan para pedagang dengan 
memanfaatkan organisasi pedagang yang pedagang bentuk bersama-
sama. Mengacu pada zubir dalam bukunya Radikalisme Kaum Pinggiran 
yang menjelaskan adanya dua tokoh utama tari sebuah gerakan, yakni 
massa dan elit, Zubir melihat elit merupakan aktor yang terdiri dari 
beberapa orang saja untuk menggerakkan yang lain. 
Hubungan kekuasaan dalam lingkungan Makassar mall yang 
awalnya masi sangat samar sedikit-demi sedikit nampak jelas perlawanan 
yang dilakukan pedagang. Sejak hadirnya Asosiasi Pedagang Makassar 
Mall (APMM) dan Tim 17 yang dibentuk oleh para pedagang, mulailah 
perlawanan pedagang menjadi rapi. Pasca kebaran yang melanda 
makassar mall pemerintah telah mengupayakan untuk merevitalisasi 
makassar mall. Dengan bekerja sama dengan developer yaitu PT. Melati 
Tunggal Inti Raya lahirlah kebijakan dari pemerintah untuk merevitalisasi 
makassar mall dengan langkah awal melakukan pembongkaran terhadap 
bangunan bekas kebakaran yang melanda pasar tersebut. Namun 
pedagang telah siap dengan menyolidkan anggota-anggotanya untuk 
kemungkinan adanya usaha merugikan pedagang dalam kebijakan ini. 
Setelah pedagang memiliki organisasinya sendiri, perlawanan 
pedagang mendapatkan ruang baru untuk mengekspresikan 





setelah mampu memperhitungkan kekuatan yang mereka miliki dengan 
melakukan perlawanan yang lebih terbuka. Adapun yang dimaksud 
gerakan terbuka disini adalah serangkaian tindakan yang terorganisir dan 
dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan kekecewaan serta 
penolakan atas kekuasaan secara terang-terangan. Penguasa melalui 
kebijakannya kini mendapatkan gelombang perlawanan yang lebih besar 
dari perlawanan sebelumnya. Pedagang di Makassar mall kini memiliki 
wadah untuk berekspresi, yakni sebuah organisasi pedagang APMM 
(Asosiasi Pedagang Makassar Mall) dan TIM 17 yang dibentuk untuk 
mengawasi proses revitalisasi makassar mall. 
Perlawanan pedagang di makassar mall telah mendapatkan 
kepercayaan diri untuk melakukan perlawanan terbuka, namun tetap 
menghindari kontak fisik dengan alat kekuasaan seperti aparat keamanan 
dan preman. Tindakan yang bisa menjadi acuan pada waktu pedagang 
bersama-sama kekuatan massa untuk menuntut perlindungan hak-haknya 
kepada Dewan dengan melakukan demonstrasi. Puluhan pedagang yang 
tergabung dalam Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) yang 
didampingi Tim 17 Makassar mall menemui ketua DPRD Makassar, 
pedagang meminta untuk membentuk tim gabungan komisi untuk 
menyelesaikan masalah Makassar mall. 
“Tim 17 yang mewakili ribuan pedagang makassar mall mendapat 
kepercayaan dari seluruh elemen pedagang untuk melakukan 





negosiasi mengalami jalan buntu, maka ribuan pedagang akan turun 
melakukan aksi”.40 
Selain berdemonstrasi, bentuk perlawanan terbuka pedagang 
lainnya adalah dengan menempuh perlindungaan hak secara hukum. Tim 
17 yang dibentuk Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) mengadu ke 
Polda Suselbar 14 Mei 2012 terkait pembongkaran bangunan sisa 
kebakaran Makassar mal, mereka mendesak PT Melati Tunggal Inti Raya 
menghentikan pembongkaran makassar mall.  
“Wali kota sepertinya tidak berpihak kepedagang, hasil rapat di DPRD 
juga tidak mampu menghentikan pembongkaran, makanya kami akan 
mengadu ke Polda untuk meminta Polda turun tangan. Pelibatan 
pihak kepolisian untuk penghentian pembongkaran bangunan bekas 
kebakaran Makassar mall cukup beralasan, karena sampai saat ini 
apakah makassar mall terbakar atau dibakar”41 
Melihat penjelasan di atas, Pemerintah dalam hal ini gagal 
membangun proses penanganan pasar khususnya pasar lokal secara 
partisipatif dengan melibatkan lebih banyak pedagang dalam memutuskan 
yang terbaik bagi keberadaan dan kelangsungan berdagang. Ini 
disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
kota terhadap kebijakan yang akan diberlakukannya terhadap pedagang.  
Salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan di dalam sebuah 
kebijakan, adalah bagaimana sosialisasi itu mampu menyentuh kebanyak 
aspek masyarakat, sehingga kebijakan itu akan mampu melibatkan 
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seluruh elemen masyarakat untuk memaksimalkan tujuan dari kebijakan 
itu. Namun yang terjadi pada kebijakan pembongkaran Makassar Mall, 
sosialisasi itu tidak berjalan dengan baik. Inilah langkah maju bentuk 
perlawanan pedagang di Makassar mall dengan spirit perjuangannya 
dengan menghimpun kekuatan di dalam komunitas mereka sendiri. 
 
 
                                           
 
 


















 Pada bab sebelumnya telah dijlaskan bagaimana perlawanan 
pedagag di makassar mall terjadi. Kemudian pasa bab VI ini akan 
dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta 
coba mengajukan beberapa saran sebagai hasil analisis penulis di dalam 
melakukan penelitiannya. 
A. Kesimpulan  
1. Penyebab terjadinya perlawanan pedagang di Makassar mall. 
a. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan 
revitalisasi. Kepentingan pedagang kecil disini dipinggirkan, 
sementara mereka adalah komponen penting dalam lingkungan 
pasar, tempat dimana kebijakan refitalisasi itu dilakukan.  
b. Klaim asuransi dan kontrak pedagang belum mendapatkan 
kepastian.  
Keberpihakan pemerintah kota terhadap pedagang dinilai 
masih kurang, ketika ada penolakan dari pedagang, pemerintah 
bersama pengelolah seakan-akan mengacuhkan masukan-
masukan dari pada pedagang, padahal masyarakat pedaganglah 
yang tahu apa yang terbaik bagi mereka. Hal ini diperparah 
dengan buruknya hubungan antara developer dengan pedagang 
karena berbeda dalam kepentingan. Pemerintah yang 





kebijakan pembenahannya lebih mengutamakan kepentingan 
swasta. Inilah yang menyebabkan kebijakan tersebut mendapat 
penolakan serta perlawanan dari pedagang. 
2. Bentuk-bentuk perlawanan pedagang Makassar Mall. 
Adapun bentuk-bentuk perlawanan pedagang yang ada di 
Makassar mall memiliki dua bentuk yaitu :  
a. Perlawanan tidak terorganisir. Yang dimaksudkan dengan 
perlawanan tidak terorganisir adalah perlawanan yang di lakukan 
secara sembunyi-sembunyi, perlawanan yang dilakukan secara 
samar oleh aktor gerakan untuk menghindari benturan langsung 
dengan kekuasaan. Perlawanan biasanya dengan melibatkan 
aktor-aktor secara individu dan tidak terorganisir. Perlawanan ini 
juga bersifat simbolik, sebagai sebuah upaya mempertahankan 
eksistensi pedagang di dalam pasar. Perlawanan biasanya 
dengan melibatkan aktor-aktor secara individu dan tidak 
terorganisir.  
b. Perlawanan terorganisir pedagang. Tindakan yang diambil 
adalah berdasarkan keputusan bersama-sama melalui 
perencanaan yang baik. Perlawanan terorganisir dilakukan para 
pedagang dengan memanfaatkan gorganisasi pedagang yang 
pedagang bentuk bersama-sama. Namun kedua bentuk ini 





inilah yang mendorong pedagang untuk melakukan penolakan 
serta perlawanan di dalam pasar. 
B. Saran 
1. Perumuskan sebuah kebijakan, perlu kiranya mempertimbangkan 
beberapa komponen penunjang kebijakan tersebut. Misalnya saja 
membuka ruang sebesar-besarnya bagi elemen terkait untuk 
bersama merumuskannya. Keterlibatan masyarakat merupakan 
salah satu komponen yang penting dalam proses pembuatan 
kebijakan, karena dengan membuka ruang partisipasi kebijakan ini 
akan terkawal bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah. 
2. Penegakan aturan kebijakan sebisa mungkin tidak menggunakan 
unsur represif di dalamnya, karena tekanan yang berlebihan hanya 
akan menghadirkan reaksi keras pula. 
3. Dibutuhkan riset terlebih dahulu sebelum merumuskan kebijakan 
sebagai salah satu penguatan konsep secara akademis, karena 
masyarakat yang senantiasa berubah. 
4. Untuk konteks pasar lokal, kebijakan pemerintah tentang refitalisasi 
harus mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat. 
Membenahi pasar lokal bukan berarti menjadikannya ikut dalam 
standar modernitas, dimana harus memiliki gedung yang mewah, 
eskalator maupun kelengkapan yang memaksakan pasar lokal 





dimasyarakat sama halnya dengan pasar modern, keduanya 
memiliki segmennya masing-masing. 
5. Kebijakan untuk publik harus memperhitungkan reaksi yang hadir 
dari lingkungan tempatnya diberlakukan, kemudian melihatnya 
sebagai bahan evaluasi, bukan mengcounternya. Reaksi atas 
kebijakan berupa perlawanan atas penolakan harus dilihat sebagai 
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